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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas
perkenan dan petunjukNya semata, maka Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Temanggung Tahun 2024-2026 dengan capaian kinerja Tahun 2024 dapat
disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu
strategis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan,
sehingga dengan tersusunnya Evaluasi Renstra Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 capaian
kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan bagi
perbaikan perencanaan di masa yang akan datang, serta sebagai pedoman
dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran DPMPTSP Kabupaten
Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan
proporsional terhadap hasil dari Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026 capaian kinerja Tahun 2024, baik yang memenuhi harapan
maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar
dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Evaluasi Renstra Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini
dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberkati kita semua.

Temanggung, 6 Januari 2025

/\ \DINAS PENANAMAN MODAL DAN
/., PELAYANAN, TERPADU SATU PINTU
RA, EN‘ \TEMANGGUNG.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memiliki peran yang
strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara
operasional dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah
digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi Renstra lebih lanjut
dijelaskan pada Pasal 284, 285 dan 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017. Pasal 284 menyebutkan bahwa :

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, mencakup
indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran
Renstra Perangkat Daerah.

2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus dapat menjamin :

a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program,
kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator



1.2

kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif
Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan

b. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota.

4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator
kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, rencana program,
kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telah
dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pasal 285 dari Permendagri tersebut menyebutkan bahwa :

1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian

dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 284 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Dengan melihat berbagai amanat peraturan perundang-undangan di
atas, maka penting bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Kabupaten Temanggung untuk melakukan Evaluasi Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Melalui Dokumen Evaluasi Renstra
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten
Temanggung Tahun 2024-2026 dapat diketahui hasil program dan
kegiatan yang telah berjalan dan terakomodir serta capaian target dan

sasaran di Tahun 2024

Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Evaluasi Renstra

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-
2026;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2024- 2026 adalah untuk
mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu, rencana program,
kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Evaluasi Renstra Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2024-2026
Kabupaten Temanggung adalah:

1. Menganalisis tingkat pencapaian target kinerja;



2. Menganalisis tentang permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan program dan upaya pemecahan yang telah dilaksanakan;
dan

3. Merumuskan rekomendasi sebagai masukan dalam penyusunan

Renstra periode berikutnya.

1.4 Kerangka Pikir
Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala
Dinas Pendidikan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan.
Evaluasi hasil Renstra dilakukan terutama untuk melihat konsistensi
antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan,
dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan target
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil rencana
pembangunan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh
rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dalam Renstra.
Renstra DPMTPSP Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan melalui
Renja Perangkat Daerah dan DPA APBD tahunan selama kurun waktu
Tahun 2024-2026. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan
pembangunan pada tahun tersebut diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam
Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu. Evaluasi
Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memetakan perkembangan
capaian kinerja hasil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2024. Evaluasi hasil
Renstra ini akan menjadi masukan dalam rangka penyusunan Renja
tahun-tahun berikutnya.
Beberapa dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan evaluasi

Renstra adalah sebagai berikut:
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a. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, sebagai acuan dasar
dalam penentuan indikator yang akan diukur dalam evaluasi Renstra.

b. Dokumen pelaporan seperti LKjIP dan LKPJ Tahun 2024.

Substansi utama yang akan dibahas dalam evaluasi Renstra meliputi

tujuan dan sasaran Renstra yang tergambarkan dari berbagai indikator

kinerja sasaran yang dapat diukur secara kuantitatif. Substansi evaluasi

Renstra dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja
sasaran.

b. Evaluasi terhadap pencapaian target indikator program

Proses penyusunan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung akan dilakukan melalui tahapan utama berupa Penetapan
Indikator Kinerja. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data
pencapaian target Renstra meliputi Indikator Sasaran; dan Indikator

Kinerja Program.

Teknik Pengolahan Data

Evaluasi capaian Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan

membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang

ditetapkan dalam Renstra. Penghitungan capaian Kinerja memperhatikan

karakteristik indikator Renstra, yaitu sebagai berikut.

a. Indikator Positif, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi
angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik. Persentase
capaian target untuk indikator positif dihitung menggunakan formula

sebagai berikut:

Persentase Tingkat Capaian = Realisasi/Target x100%

b. Indikator Negatif, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi
angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek.
Persentase capaian target untuk indikator negative dihitung

menggunakan formula sebagai berikut:

Persentase Tingkat Capaian = {1+(1-Realisasi/Target)}x100%




Untuk mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai yang terdapat
didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
sebagaimana pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No |  KRITERIAPENIAIAN | gy isact kNER]A 1 TAHUN
(PERMENDAGRI 86/2017)

1 Sangat Tinggi 91 % < 100 %

2 Tinggi 76 % < 90%

3 Sedang 66 % <75 %

4 Rendah 51 % < 65 %

5 Sangat Rendah <50 %

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.6 Sistematika Penulisan

Evaluasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan
tujuan, kerangka piker, teknis pengelolan data dan sistematika
penulisan.

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN
PROGRAM RENCANA STRATEGIS

Bab ini berisikan evaluasi capaian target indikator tujuan,
sasaran dan program Renstra

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN
ANGGARAN RENSTRA

Bab ini berisikan realisasi program dan kegiatan yang telah
dicapai sampai dengan Tahun 2024 dibandingkan dengan target
akhir Renstra PD Tahun 2026

PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan rekomendasi



BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN
PROGRAM RENCANA STRATEGIS

2.1. Capaian pada indikator Tujuan dan Sasaran

Secara rinci evalusi pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu tercantum pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Evaluasi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

1 | Pertumbuhan Persen 2,5 4,8 3,5 4,8 Sangat
Realisasi Tinggi
Investasi

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa capaian Kkinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
dalam indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi menunjukkan hasil yang
sangat positif. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 2,5%
berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 4,8%, yang bahkan telah
melampaui target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026 sebesar
3,5%. Dengan capaian tersebut, persentase terhadap target akhir Renstra
mencapai 137,14%, yang menunjukkan bahwa kinerja DPMPTSP dalam
mendorong pertumbuhan investasi berada dalam kategori "Sangat Tinggi"
berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja.



Tabel 2.2
Evaluasi terhadap Pencapaian Target Indikator Kinerja Program
Renstra

Program Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

1 Persentase tersedianya % 100 100 100 100 Sangat
informasi peluang usaha Tinggi
sektor unggulan

2 Persentase Perusahaan % 50 100 100 100 Sangat
Yang Bermitra Tinggi

II Program Promosi
Penanaman Modal
1 Persentase Promosi % 25 100 75 100 Sangat
Penanaman Modal Tinggi
III Program Pelayanan
Penanaman Modal

1 Persentase Pelayanan % 100 100 100 100 Sangat
Perizinan Secara Tinggi
Elektronik

2 Persentase Perizinan yang % 100 100 100 100 Sangat
diterbitkan tepat waktu Tinggi

3 Persentase Pengaduan % 100 100 100 100 Sangat
masyarakat yang Tinggi
tertangani

IV | Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman

Modal
Persentase pengendalian % 12 100 20 100 Sangat
penanaman modal Tinggi

\" Program Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi Penanaman

Modal
1 Persentase Pengelolaan % 100 100 100 100 Sangat
Data dan Informasi Tinggi

Penanaman Modal

Tabel 2.2 yaitu Evaluasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Program
Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Pada tahun 2024,
seluruh indikator kinerja program dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten
Temanggung menunjukkan capaian sangat tinggi, dengan rata-rata realisasi
mencapai atau bahkan melampaui target akhir Renstra tahun 2026.
Program-program seperti pengembangan iklim investasi, promosi, pelayanan
perizinan, pengendalian pelaksanaan, hingga pengelolaan data investasi

telah terlaksana secara optimal.



BAB III

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN
PENDANAAN PERANGAKAT DAERAH

Program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang
meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang
dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi

oleh target kinerja program selama 3 tahun sebagaimana yang disajikan pada

Tabel 3.1



Program, kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Tabel 3.1

Unit
Kondisi Kinerja Pada Perl'(::iat Lo
. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan AKhir periode Renstra Dae i h ka
) In(‘!lkatc_br Dat_a Perangkat Daerah si
Kinerja Tujuan, Capaian Penanggu
Sasaran, pada ng Jawab
Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Program Tahun
(Outcome) dan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kegiatan Perenca
(Output) naan
Tar Tar Tar Tar
get Rp get Rp get Rp get Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18
M nya Meningkatnya pertumbuhan
Perekonomian Laju Investasi realisasi 25 3.5
Daerah dan Kualitas . . ’ 3% 3,5% ,
Pelayanan investasi % %
Perizinan
18 | 01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 3,288,954,974 3,305,399,749 3,321,926,748 9,916,281,470
KABUPATEN/KOTA
18 01 | 2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 2,265,680,094 2,277,008,494 2,288,393,537 6,831,082,125
Jumlah Orang
Penyediaan Gaji dan yang Menerima 264 264 264
Tunjangan ASN Gaji dan 2,265,680,094 2,277,008,494 2,288,393,537 6,831,082,125
Tunjangan ASN
18 | 01 | 205 Administrasi
Kepegawaian Perangkat 223,221,000 224,337,105 225,458,791 673,016,896
Daerah
18 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang
Perundang-Undangan yang Mengikuti
Sosialisasi
Peraturan 300 223,221,000 300 224,337,105 300 225,458,791 673,016,896
Perundang-
Undangan
18 01 2.06 Administrasi Umum 394,968,275
Perangkat Daerah 131,000,000 131,655,000 132,313,275 ’ ’
18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Jumlah
Instalasi Paket
Listrik/Penerangan Komponen
Bangunan Kantor Instalasi 12 12 12
Listrik/Penerang 6,000,000 6,030,000 6,060,150 18,090,150
an Bangunan
Kantor yang
Disediakan

10




18 01 2.06 04 Jumlah Paket
Penyediaan Bahan Logistik Bahan Logistik
Kantor Kantor yang 60 30,000,000 6o 30,150,000 60 30,300,750 90,450,750
Disediakan
18 01 2.06 05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan 60 30,000,000 60 30,150,000 60 30,300,750 90,450,750
yang Disediakan
18 01 2.06 08 Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi 140 140 140 105,525,875
Kunjungan Tamu 35,000,000 35,175,000 35,350,875
18 01 2.06 09 Jumlah
Penyelenggaraan Rapat Laporan
Koordinasi dan Konsultasi | Fenyelenggaraan 12 12 12 90,450,750
SKPD Rapat 30,000,000 30,150,000 30,300,750 ’ ’
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
18 1 2.08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 564,053,880 566,874,149 569,708,520 1,700,636,550
Pemerintah Daerah
18 1 2.08 01 Jumlah
. Laporan
Penyediaan Jasa Surat .
Penyediaan 12 12 12
Menyurat Jasa  Surat 4,500,000 4,522,500 4,545,113 13,567,613
Menyurat
18 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa
Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air 12 90,000,000 12 90,450,000 12 90,902,250 271,352,250
dan Listrik yang
Disediakan
18 1 2.08 03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor yang 12 15,000,000 12 15,075,000 12 15,150,375 45,225,375
Disediakan
18 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan
Jasa Pelayanan 12 454,553,880 12 456,826,649 12 459,110,783 1,370,491,312

Umum Kantor
yang Disediakan
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18 01 2.09 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan 105,000,000 105,525,000 106,052,625 316,577,625
Daerah
18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Pajak, dan Biaya
Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan,
Operasional atau Pajak dan 14 14 14
Lapangan Perizinan 60,000,000 60,300,000 60,601,500 180,901,500
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya
Gedung Kantor dan Gedung Kantor
Bangunan Lainnya 1 25,000,000 1 25,125,000 1 25,250,625 75,375,625
18 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Peralatan dan
Gedung Kantor atau Perlengkapan 7 20,000,000 7 20,100,000 7 20,200,500 60,300,500
Bangunan Lainnya Gedung Kantor
18 02 PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM 60,300,500
PENANAMAN MODAL 20,000,000 20,100,000 20,200,500
Persentase
tersedianya
informasi 100 100 100 100 -
peluang usaha - -
sektor unggulan
presentase
perusahaan yang 50 60 70 70 -
bermitra ) )
18 02 201 Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman

Modal yang Menjadi
Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota
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Penetapan Kebijakan Jumlah
Daerah Mengenai Peraturan
Pemberian Daerah/Provinsi
Fasilitas/Insentif dan dalam
Kemudahan Penanaman Pemberian -
Modal Fasilitas/Insentif - -
dan Kemudahan
Penanaman
Modal
18 02 201 02 Evaluasi Jumlah Kegiatan
Pelaksanaan Usaha dari
Pemberian Pelaku Usaha
Fasilitas/Insentif dan yang Memperoleh
Kemudahan Penanaman Insentif dan - - :
Modal Kemudahan
Berusaha
di Daerah
18 02 202 Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota 20,000,000 20,100,000 20,200,500 60,300,500
18 02 202 01 Penyusunan Rencana Jumlah
Umum Penanaman Modal Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah  (Perda)
Rencana Umum
Penanaman - -
Modal
Daerah
Kabupaten/Kota
18 02 202 02 Penyediaan Peta Potensi Jumlah Peta
dan Peluang Usaha Potensi
Kabupaten/Kota Investasi dan
paten/ Peluang 1 20,000,000 1 20,100,000 1 20,200,500 60,300,500
Usaha
Kabupaten/Kota
18 03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL 60,000,000 60,300,000 60,601,500 180,901,500
presentase
romosi
genanaman 25 50 . 75 . 75 -
modal
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18 03 201 Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah 60,000,000 60,300,000 60,601,500 180,901,500
Kabupaten/Kota
18 03 201 01 Penyusunan Strategi Jumlah
Promosi Penanaman Modal Peraturan
Daerah yang
Mengatur
Promosi -
Penanaman - -
Modal
Kewenangan
Kabupaten/Kota
18 03 201 02 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah
Promosi Penanaman Dokumen Hasil
Modal Daerah Kegiatan
Kabupaten/Kota Promosi 1
Penanaman 60,000,000 1 60,300,000 1 60,601,500 180,901,500
Modal
Kabupaten/Kota
18 04 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
350,000,000 351,750,000 353,508,750 1,055,258,750
Persentase
Pelayanan
Perizinan secara 100 100 - 100 - 100 -
Elektronik
Persentase
Perizinan yang
diterbitkan tepat 100 100 - 100 - 100 -
waktu 100
Persentase
Pengaduan
masyarakat yang 100 100 _ 100 _ 100 -
tertangani 100




18 04 201 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah 350,000,000 351,750,000 353,508,750 1,055,258,750
Kabupaten/
Kota
18 04 201 01 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku
Terpadu Perizinan dan Usaha yang
Nonperizinan Berbasis Mendapatkan
Sistem Pelayanan Pelayanan
Perizinan Berusaha Terpadu
Terintegrasi Secara Perizinan dan
Elektronik Non Perizinan
Berbasis Sistem 340,000,000 341,700,000 343,408,500 1,025,108,500
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara Elektronik
18 04 201 02 Pemantauan Pemenuhan Jumlah Kegiatan
Komitmen Perizinan dan Usaha dari
Non Perizinan Penanaman Pelaku Usaha
Modal yang Mendapat
Pemantauan
Pemenuhan
Komitmen - - °
Perizinan
Berusaha dan
Non Perizinan
Penanaman
Modal
18 04 201 03 Penyediaan Layanan Jumlah Orang
Konsultasi dan yang Memperoleh
Pengelolaan Pengaduan Layanan
Masyarakat Terhadap Konsultasi dan
Pelayanan Terpadu Terkelolanya
Perizinan dan Non Pengaduan
Perizinan Masyarakat 10,000,000 10,050,000 10,100,250 30,150,250
Terhadap
Pelayanan
Terpadu

Perizinan dan
Non Perizinan




Koordinasi dan

Jumlah Kegiatan

Sinkronisasi Penetapan Usaha dari
Pemberian Pelaku Usaha
Fasilitas/Insentif Daerah yang Melakukan
Koordinasi dan
Sinkronisasi - - )
Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah
18 05 PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL 425,200,000 427,326,000 429,462,630 1,281,988,630
presentase
engendalian
genﬁnaman 100 100 ; 100 a 100 -
modal
18 05 201 Pengendalian
Pelal n P
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota 425,200,000 427,326,000 429,462,630 1,281,988,630
18 05 201 01 Koordinasi  dan Jumlah Kegiatan
Sinkronisasi Usaha dari
Pemantauan Pelaksanaan Pelaku Usaha
Penanaman Modal yang Melakukan
Koordinasi dan 10
Sinkronisasi 60,000,000 12 60,300,000 15 60,601,500 180,901,500
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
18 05 201 02 Koordinasi dan Jumlah Pelaku
Sinkronisasi Pembinaan Usaha yang
Pelaksanaan Penanaman Mendapatkan
Modal Pembinaan 150 325,200,000 150 326,826,000 150 328,460,130 980,486,130
Penanaman
Modal
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Koordinasi  dan Jumlah Kegiatan
Sinkronisasi Usaha dari
Pengawasan Pelaksanaan Pelaku Usaha
Penanaman Modal %i‘)'(‘)%dhfrf;:f“&l;fl“ 10 40,000,000 12 40,200,000 15 40,401,000 120,601,000
Sinkronisasi
Pengawasan
18 PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN 10,000,000 10,050,000 10,100,250 30,150,250
MODAL
presentase
Pengelolaan Data
dan Informasi 100 100 100 100 -
Penanaman - -
Modal
18 201 Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
Terintegrasi pada 10,000,000 10,050,000 10,100,250 30,150,250
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
18 201 Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Informasi Perizinan dan Perizinan dan
Non Perizinan Berbasis Non Perizinan
Sistem Pelayanan Berbasis Sistem
Perizinan Berusaha Pelayanan
Ferintegrasi Secara Ferizinan L 10,000,000 1 10,050,000 1 10,100,250 30,150,250
Terintegrasi
Secara Elektronik
yang Diolah,
Dikaji dan
Dimanfaatkan
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Tabel 3.2
Realisasi Program dan Kegiatan yang telah dicapai

Meningkatnya Meningkatnya Laju Pertumbuhan realisasi investasi % 4,8 3,5 Sangat Tinggi
Perekonomian investasi dan
Daerah kualitas pelayanan
perizinan
Program Pengembangan 100 6.971.000 100 60.300.500 Sangat Tinggi
Iklim Penanaman Modal
Persentase tersedianya informasi % 100 - 100
peluang usaha sektor/bidang
unggulan
Persentase perusahaan yang % 100 - 70
bermitra
Pembuatan Peta Potensi dokumen 1 6.971.000 60.300.500
Investasi Kabupaten/Kota
Program Promosi - 6.957.200 180.901.500
Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Persentase promosi penanaman % 100 6.957.200 75 180.901.500
Penanaman Modal yang modal
Menjadi Kewenangan
Daerah Kab.Kota
Program Pelayanan 3.146.031.918 1.055.258.750
Penanaman Modal
Persentase pelayanan perizinan % 100 100
secara elektronik
Persentase perizinan yang % 100 100
diterbitkan tepat waktu
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Persentase pengaduan masyarakat
yang tertangani

100

100

Pelayanan Perizinan dan 95 3.087.915.744 1.055.258.750
Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku usaha yang Pelaku 3.139.055.957 1.025.108.500
Terpadu Perizinan dan mendapatkan Pelayanan Terpadu usaha
Non Perizinan Berbasis Perizinan dan Non Perizinan
Sistem Pelayanan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Perizinan Berusaha secara | Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik
Penyediaan dan Jumlah Orang yang memperoleh orang 176 6.975.961 100 30.150.250
pengelolaan layanan layanan Konsultasi dan terkelolanya
konsultasi perizinan pengaduan masyarakat terhadap
berusaha berbasis resiko Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan
Program Pengendalian 369.438.302 1.281.988.630
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Persentase pengendalian % 100 100
penanaman modal
Penyelesaian Terlaksananya pemantauan Kegiatan 149 96.555.250 15 180.901.500
permasalahan dan Penanaman Modal Usaha
hambatan yang dihadapi
pelaku usaha dalam
merealisasikan kegiatan
usahanya
Bimbingan teknis kepada terlaksananya BIMTEK/ Sosialisasi Pelaku 152 217.258.880 150 980.486.130
pelaku usaha Kemudahan Berusaha Berbasis Usaha

Resiko
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Pengawasan Penanaman Terlaksananya Pengawasan Kegiatan 140 55.624.172 15 120.601.000
Modal Penanaman Modal Usaha

Program Pengelolaan 30.150.250
Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

Persentase pengelolaan data dan % 100 - 100
informasi penanaman modal

PENDUKUNG URUSAN 3.334.395.723 9.916.281.470
PERANGKAT DAERAH

Program Penunjang 3.334.395.723 9.916.281.470
Urusan Pemerintahan
Daerah

Tersedianya administrasi Keuangan, % 100 - 100
Umum dan Jasa Penunjang
Perangkat Daerah

Perencanaan dan Evaluasi - -
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan Dokumen 33 - 99
Perencanaan dan dan evaluasi
Dokumen Evaluasi

Administrasi Keuangan 2.081.446.072 6.831.082.125

a Penyediaan Gaji dan Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Orang/bulan 216 2.081.446.072 264 6.831.082.125
Tunjangan ASN Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian 598.408.684 673.016.896
Perangkat Daerah
Sosialisasi Peraturan orang 150 598.408.684 450 673.016.896
PerUndang Undangan

Administrasi Umum 134.193.012 394.968.275
Perangkat Daerah
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Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Paket

15

6.811.000

45

18.090.150

Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Paket 12 29.949.001 36 90.450.750

Logistik Kantor Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Jumlah Paket barang cetakan dan Paket 12 29.709.250 36 90.450.750

Cetakan dan penggandaan

Penggandaan

Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan 140 34.843.250 420 105.525.875
Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 12 32.880.511 36 90.450.750

Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat

SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa 455.263.022 1.700.636.550

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 725.000 36 13.567.613

Menyurat Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 78.403.919 36 271.352.250

Komunikasi, Sumber Komunikasi, SDA, Listrik dan

Daya Air dan Listrik Internet

Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan jasa Laporan 12 15.790.000 36 45.225.375

Peralatan dan servis Peralatan dan Perlengkapan

Perlengkapan Kantor Kantor

Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 360.344.103 36 1.370.491.312

Pelayanan Umum Kantor

Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

65.084.933

316.577.625

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Unit 46.350.933 14 180.901.500
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang 14

Pemeliharaan, Pajak, dan Dipelihara dan dibayarkan Pajak

Perizinan Kendaraan dan Perizinannya

Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 4.000.000 1 75.375.625
Gedung Gedung Kantor atau 1

Kantor/Bangunan Bangunan Lainnya

Lainnya yang

Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah  Sarana dan Prasarana | Unit 14.734.000 1 60.300.500
Sarana Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau 1

Kantor/Bangunan
Lainnya

Bangunan Lainnya yang
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Pada tahun 2024, capaian realisasi program dan kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Temanggung menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebagian besar indikator
kinerja program telah mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra tahun
2026.

Capaian signifikan terlihat pada program pelayanan perizinan, promosi
penanaman modal, dan pengelolaan data investasi, dengan realisasi mencapai
100% dari target Renstra 2026. Hal ini mencerminkan percepatan pelaksanaan
program strategis serta kesiapan kelembagaan dan sistem layanan DPMPTSP

dalam mendorong investasi daerah.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini sangat
penting dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian Kkinerja
pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah dari tahun 2024 sampai
dengan Tahun 2026 khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Evaluasi ini sekaligus untuk mengetahui kendala yang dijumpai
dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil
evaluasi Renstra ini nantinya dapat digunakan dalam penentuan prioritas
pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pada
tahun mendatang. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rencana Strategis disusun
supaya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam upaya pencapaian target-
target pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

untuk periode tahun-tahun berikutnya.

4.2 Rekomendasi
Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Temanggung di masa

mendatang diantaranya Adalah :

1. Optimalisasi pelaksanaan program prioritas perizinan dan penanaman
modal bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan
kulaitas pelayanan dan memperluas dampak positif investasi di Kabupaten
Temanggung yaitu
- Menyusun dan merevisi SOP perizinan agar lebih adaptif, transparan,

dan akuntabel;

- Menembangkan inoasi yang memudahkan pelaku wusaha dalam
mengakses informasi dan mengurus perizinan kapan saja dan dimana
saja;

- Menerapkan prinsip pelayanan prima dengan pendekapan cepat, tepat,
murah dan tanpa pungutan liar

- Menyediakan layanan konsultasi dan asistensi perizinan bagi pelaku

usaha khususnya UMKM dan calon investor baru
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- Melaksanakan kegiatan promosi investasi secara langsung maupun
digital;

- Menyusun profil potensi investasi yang menarik;

- Monitoring dan evaluasi kinerja program secara berkala.

Sinergisitas menjadi kunci sukses dalam meningkatkan daya saing

investasi dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. Melalui kerja sama lintas sektor yang kuat, DPMPTSP

Kabupaten Temanggung dapat menciptakan ekosistem investasi yang

inklusif, ramah investor dan berkelanjutan. Adapun yang dapat

dilaksanakan adalah

- Menjalin koordinasi erat dengan PD teknis untuk mempercepat proses
perizinan dan meningkatkan kepastian investasi;

- Melaksanakan forum koordinasi lintas sektor secara rutin untuk
menyelesaikan hambatan dan permasalahan;

- Sinkronikasi kebijakan investasi dan perizinan dengan Kementrian
Investasi/BKPM serta DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;

- Memanfaatan program bantuan teknis, pendampingan, dan pelatihan
dari Kementrian/lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas daerah
dalam promosi dan fasilitasi investasi;

- Peningkatan akurasi data LKPM dan pengawasan kegiatan investasi.

Mengusulkan pendanaan untuk program yang belum terlaksana . Beberapa
program dan kegiatan strategis DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada
tahun 2024-2026 belum dapat dilaksanakan karena berbagai alasan,
seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, atau penyesuaian
prioritas daerah. Program yang diusulkan untuk di tambahkan
pendanaannya adalah:

- Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP);

- Peningkatan kapasitas SDM Perizinan;

- Kegiatan Promosi Investasi Daerah;

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah.
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Akhir kata, semoga Evaluasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun
2024-2026 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai target
pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya masyarakat Temanggung

yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Temanggung, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI KARMEI, ST., MT.
. 17 Peémbina Tingkat I
NIP: 19740508 200312 1 008
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